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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melihat paparan masalah yang telah penulis berikan, maka
berdasarkan analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkaWinan:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,

b. Tidak adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;

c. Pada waktu berlangsungnya perkawinan, terjadi penipuan atau salah
sangka pada diri suami istri;

d. Perkawinan yang dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan.

2. Peroses pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama
Jombang, menurut ketentuan hukum Islam tidaklah bertentangan. Begitu
juga menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena
berpoligami dalam Islam disyaratkan harus mampu dan adil, maka untuk
mengetahui kepastian suami akan berlaku adil dan mampu dalam
berpoligami terhadap istri-istri dan anak—anaknya, maka melalui
Pengadilan Agamalah yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
Dengan demikian jika seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin

dari Pengadilan Agama, perkawinannya harus dibatalkan.
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B. SARAN
Setelah memperhatikan beberapa uraian di atas, maka penulis ingin
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pegawai Pencatat Perkawinan dalam melaksanakan tugasnya
hendaknya lebih selektif dalam memeriksa dan meneliti data calon kedua
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak terjadi
pemalsuan identitas yang akhimya berakibat fatal bagi kedua mempelai,
dan tidak menutup kemungkinan bagi pihak ketiga yang mempunyai
hubungan langsung.

2. Bagi pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya
terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan,
sehingga dalam menjalani rumah tangga tidak menemui hambatan-
hambatan yang bisa menjadi sebab untuk memutuskan hubungan ikatan
perkawinar.

3. Bagi pihak Pengadilan Agama yang memeriksa kasus pembatalan
perkawinan hendaknya lebih mementingkan upaya perdamaian bagi para

pihak, sebab upaya perdamaian lebih utama daripada putusan atau

penetapan.



